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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka
penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Restorative Justice di tingkat Kepolisian Daerah D.l Yogyakarta
terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum, mulai dari awal adalah
dengan cara sebagai berikut:

a. Kepolisian terlebih dahulu mempertemukan keluarga pelaku dan korban,
penasihat hukum (Tidak Mewajibkan) lalu menerangkan kepada para
pihak mengenai duduk perkara yang terjadi. Selain itu kepolisian
menjelaskan cara penyelesaian yang lebih baik, mempertimbangkan
dampak dari langkah penyelesaian yang digunakan. Selanjutnya
kepolisian memberikan penawaran kepada para pihak untuk
menyelesaikan  permasalahan  dengan mediasi, salah  satunya
menggunakan pendekatan Restorative Justice yang dihadiri oleh para
pihak. Selain para pihak, kepolisian D.l Yogyakarta akan dibantu oleh:

1) Togatomas (Tokoh agama dan masyarakat)
2) Kepala dukuh masing-masing pihak
3) Ketua RT
b. Kepolisian mewajibkan pelaku didampingi oleh Bapas yang melakukan

penelitian terhadap kasus yang sedang ditangani. Seperti yang telah
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tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan hasil
penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Kemudian korban wajib
didampingi oleh Peksos (pekerja sosial dari dinas sosial). Selain itu,
peran Bapas dan Peksos sangat diperlukan oleh kepolisian daerah D.I
Yogyakarta untuk membantu dan memperlancar dalam komunikasi
terhadap para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dengan
menggunakan metode Restorative Justice. Selain itu, Bapas dan Peksos
membantu kepolisian daerah D.l Yogyakarta untuk menimbang besaran
kompensasi yang akan disepakati, agar mengantisipasi terjadinya
pemanfaatan situasi dan tindakan pemerasan. Bapas dan Peksos akan
melakukan penelitian untuk melihat kondisi si pelaku dan korban.
. Hasil dari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan
menggunakan pendekatan dengan metode Restorative Justice adalah
sama dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 11 yang menyatakan
bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
2) Penyerahan kembali kepada orang tua dan/atau wali.
3) Keikut sertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) paling

lama 3 (tiga) bulan, atau
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4) Pelayanan masyarakat.

d. Terkait dengan hasil dari kesepakatan yang dinyatakan dalam Pasal 11
huruf a, kepolisian daerah D.l Yogyakarta menengahi dan membantu
mencari jalan keluar bila mana di dalam kesepakatan tertera kompensasi
yang harus diselesaikan oleh pihak pelaku. Menengahi dan membantu
mencari jalan keluar diartikan sebagai pencegahan pemanfaatan situasi
oleh pihak untuk mencari keuntungan.

2. Hal-hal yang menjadi Pertimbangan Kepolisian Daerah D.l Yogyakarta
Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum adalah
a. Umur si anak

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan
perbuatan Pidana berumur di bawah 12 tahun wajib diselesaikan dengan
Restorative Justice, dikarenakan tidak memenuhi kriteria umur.
Selanjutnya, bila anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga
melakukan perbuatan Pidana berumur di atas 12 tahun dan di bawah 18
Tahun, wajib diupayakan dengan menggunakan Restorative Justice
berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Adanya itikat baik dari pelaku maupun korban

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik
dengan Hukum dengan Restorative Justice dengan niat yang tulus, tidak

ada kepentingan dalam penyelesaian atau pemanfaatan situasi oleh para
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pihak, penyelesaian perkara semata-mata untuk menyelesaikan dengan
mencari jalan keluar.
. Adanya kesepakatan para pihak

Kepolisian mempertimbangkan ada kesepakatan dari pihak
korban dan sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.
. Perkara dan Manfaatnya

Kepolisian mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat
diselesaikan dengan Restorative Justice, tak lepas juga dilihat dari kasus
sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Sistem Peradilan Anak serta melihat manfaat dan dampak bila anak
dipidana dan/atau dengan menyelesaikan dengan Retorative Justice.
. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapas dan Peksos

Kepolisian dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan
Restorative Justice, akan dibantu oleh Bapas dan Peksos. Bapas dan
Peksos akan melakukan penelitian, Bapas akan melakukan penelitian
terhadap pelaku anak dan Peksos akan melakukan penelitian terhadap
korban. Hasil dari penelitian tersebut merupakan salah satu pertimbangan
kepolisian dalam memutuskan apakah perkara ini dapat diselesaikan
dengan pendekatan Restorative Justice, atau memang harus tetap di

proses.
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B. Saran
Penulis memberikan beberapa saran terkait dengan penerapan

Restorative Justice di tingkat Kepolisian Daerah D.l Yogyakarta terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum, yang diantaranya adalah

1. Mencantumkan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradila Pidana Anak, yang memuat pada setiap tingkatan
penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum diwajibkan
pendampingan oleh ahli psikolog anak. Hal tersebut dapat membantu
penegak hukum untuk menjadikan dasar pertimbangan, sebap ahli psikolog
anak dapat memahami kondisi anak. Selain itu, ahli psikolog anak dapat
memberikan gambaran terhadap kepribadian si anak. Karena kondisi anak
yang berkonflik dengan hukum satu dengan yang lainnya berbeda-beda dan
tidak dapat disamakan.

2. Kepolisian harus menyingkronkan data anak yang berkonflik dengan hukum
mulai dari tingkat kepolisian sektor (kecamatan), tingkat Kepolisian Resort
(kabupaten/Kota) dan Kepolisian Daerah (Profinsi). Hal tersebut dapat
berguna, untuk melihat sejauhmana masyarakat dan pemerintah
memberikan perlindungan terhadap anak yang sebagai mana telah
dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, data tersebut
dapat berguna untuk kalangan akademisi hukum untuk melakukan suatu
penelitian tentang anak.

3. Memberikan sanksi tehadap kepolisian yang tidak menerapkan Restoratiive

Justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
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